PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata gugatan
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas sengketa
kewenangan mengadili sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNA KURNIAWATI, S.Psi, agama Islam, bertempat tinggal di
Kratonan RT 005 RW 002 Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan

Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. BUDI WIBOWO, S.H., agaman Islam, bertempat tinggal di Perum
Josroyo Indah Jalan Raharja Indah Il Blok D17 RT 002 RW 015,
Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar, sebagai
Tergugat [;

2. KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAWA TENGAH CQ KAPOLRESTA
SURAKARTA CQ KASAT RESKRIM POLRESTA SURAKARTA,
beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.376, Purwosari, kecamatan
Laweyan, kota Surakarta, sebagai sebagai Tergugat Il;

3. KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAWA TENGAH, beralamat di Jalan
Pahlawan No.1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I,

4. KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL  KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman No.2, Kelurahan Kampung Baru, kecamatan Pasar

Kliwon, Surakarta, sebagai Tergugat 1V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26
Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta pada tanggal 27 Januari 2026 dalam Register Nomor
26/Pdt.G/2026/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13-11-1974 telah dilangsungkan Perkawinan
antara Kardiman dengan sarwosri, Kardiman dan sarwosri adalah
beragama Islam, dimana Kardiman pada saat menikah dengan status
Perjaka dan Sarwosri dengan statuas Janda sebagaimana tercatat dalam
Register Perkawinan nomor. 354/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
2. Bahwa dari Perkawinan Kardiman dengan sarwosri, sarwosi yang dalam
status Janda telah memiliki seorang anak yang Bernama Budi Wibowo
(Tergugat I) yang lahir di Surakarta,pada tanggal 3 November 1971, yang
dengan demikian Tergugat | bukanlah anak Kandung dari Kardiman dan
Sarwosri, melainkan anak Sarwosri dengan Lelaki lain yaitu dugaan dari
Perkawinan antara SUKEMI dengan Sarwosri, dengan Kata lain patut
diduga kalau Tergugat | merupakan anak dari Sukemi dengan Sarwosri.
3. Bahwa setelah Kardiman dengan sarwosri dilakukan Perkawinan, keduanya
melakukan hubungan badan (seksual) yang pada tanggal 21 September
1980 di kota Surakarta, lahirlah seorang anak Perempuan yang diberi nama
Anna Kurniawati (Penggugat)
4. Bahwa selama masa hidupnya Kardiman memiliki harta Peninggalan yaitu:
a. sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Krajan, kecamatan Gatak,
Kabupaten Sukoharjo, seluas 2928 m2, dengan sertifikat Hak Milik
No0.1299, yang tercatat atas nama Kardiman,

b. sebidang tanah & Bangunan yang terletak di Kelurahan Kratonan,
Kecataman Serengan, Kota Surakarta, seluas 133 m2 dengan SHM
No.522 dengan Pemegang hak atas nama: Kardiman dengan isteri

Nyonya sarwosri;
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5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2002 ibu Penggugat dan Tergugat | meninggal
Dunia karena Sakit, kemudian pada tanggal 29 April 2015, ayah Kandung
Penggugat, bapak Kardiman juga meninggal dunia karena Sakit.

6. Bahwa sewaktu ayah kandung saya (Kardiman) hidup pernah mengatakan
kepada Penggugat bahwa ayah Penggugat (Kardiman) hanya mempunyai
seorang anak saja yaitu Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat | adalah
anak bawaan daripada Ibu Sarwosri, Jadi maunya bapak (ayah Penggugat)
semua harta milik bapak diberikan kepada Penggugat selaku anak kandung
yang sah, maka berdasarkan keterangan ayah kandung Penggugat
tersebut, Penggugat melakukan komunikasikan dengan Pengacara
Penggugat saat itu, yaitu bapak Sarman, yang kemudian dibuatkan Surat
Keterangan Waris yang menyatakan bahwa Penggugat adalah benar Ahli
Waris dari Mendiang Bapak Kardiman dan tidak ada lagi Ahli Waris yang
lain;

7. Bahwa dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapat warisan otomatis
dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan darah, namun mereka
(anak angkat) berhak menerima harta maksimal sepertiga bagian menurut
warisat wajibah ( berdasarkan pasal 209 KHI/Kompilasi Hukum Islam)
atau hibah saat orang tua masih hidup. Oleh karenanya semasa hidup
Kardiman tidak pernah memberikan hibah kepada Budi Wibowo (Tergugat
), yang mana Tergugat | adalah bukanlah anak Kandung dari bapak
Kardiman.

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kardiman sudah pernah
menghibahkan kepada Tergugat | yaitu tanah dan bangunan Rumah yang
terletak di Kratonan RT.04, Rw.02, kelurahan Kratonan, kecamatan
serengan, Kota Surakarta, seluas 80 M2, yang oleh Tergugat tanah dan
bangunan tersebut bahkan telah dijual dan uang hasil penjualan rumah
tersebut oleh Tergugat | juga telah dipakai dan dihabiskan sendiri; hal
pemberian oleh Almarhum kardiman kepada Tergugat | adalah karena
Almarhum kardiman telah mengetahui kalau menurut Hukum Islam, anak
angkat adalah sama sekali tidak memiliki Hak atas orang tua angkatnya
yaitu Tergugat | tidak mempunyai Hak Waris atas harta Peninggalan dari

Almarhum Kardiman;
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9.

10.

11.

12.

Bahwa Penggugat membuat Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris yang
menyatakan bahwa Penggugat adalah benar Ahli Waris dari Mendiang
Bapak Kardiman dan tidak ada lagi Ahli Waris yang lain, maka atas Surat
keterangan / Pernyataan Ahli Waris tersebut maka oleh Penggugat
dilakukan proses turun Waris dan balik nama atas harta Warisan milik
Kardiman yaitu tanah Sawah yang terletak di Desa Krajan, kecamatan
Gatak, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2928 m2, dengan sertifikat Hak Milik
N0.1299, yang sebelumnya tercatat atas nama Kardiman berubah menjadi
atas nama Penggugat;

Bahwa dengan adanya Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris yang
menyatakan bahwa Penggugat adalah benar Ahli Waris dari Mendiang
Bapak Kardiman dan tidak ada lagi Ahli Waris yang lain, tiba tiba Penggugat
dilaporkan oleh Tergugat | ke Tergugat Il, dengan menggunakan Akta Lahir
yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.
Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat | (Budi Wibowo) yang
menyatakan anak laki-laki dari Suami Isteri Kardiman dan Sarwo Sri. Yang
lahir di Surakarta tanggal 3 November 1971;

Bahwa Tindakan pelaporan oleh Tergugat | merupakan suatu itikad yang
tidak baik, yang menginginkan Harta Peninggalan dari almarhum Kardiman
yang sebenarnya bukanlah Ayah Kandung dari Tergugat I, hal ini terbukti
dari digunakannya Surat yang diduga Palsu yaitu Tergugat | menggunakan
Akta Lahir No. Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat | (Budi Wibowo)
yang dalam Akta lahir tersebut menerangkan Tergugat | merupakan anak
kandung dari Almarhum Kardiman, padahal pada saat Alm Kardiman
menikah dengan Almh Sarwosri, tahun 1974, usia dari Tergugat |
adalah telah berrusia 3 tahun, dimana almh Sarwosri adalah seorang
Janda;

Bahwa atas laporan dari Tergugat | melalui Tergugat Il, dengan nomor
LP/B/142/IX/2025/SPKT/POLRESTA SURAKARTA/POLDA JATENG
tanggal 13 September 2025 tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana
Pemalsuan Surat, yang mana menjadi dasar laporan adalah adanya Akta
Lahir No. Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat | (Budi Wibowo),
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atas dasar Akta lahir tersebutlah, maka oleh Tergugat Il, Penggugat
dinyatakan bersalah dan telah ditetapkan menjadi Tersangka;

13.Bahwa adanya Akta Lahir Tergugat | yang menyatakan merupakan anak
kandung dari Kardiman, maka untuk membuktikan hubungan antara
Kardiman dengan Penggugat sebagai anak kandung dan antara Tergugat |
yang mengaku dan menunjukkan/menggunakan surat yang diduga palsu
sebagai anak kandung dari Kardiman, Penggugat berani untuk
membuktikan kebenaran tersebut untuk dilakukan Tes Forensik atau tes
DNA secara ilmu kedokteran apakah benar Penggugat anak kandung
dari Kardiman dan apakah benar Tergugat | sebagai anak kandung dari
Kardiman, Penggugat juga berani untuk mengangkat sumpah terhadap
kebenaran status anak kandung dari Kardiman hanya memiliki satu
orang anak saja yaitu hanya Penggugat saja, oleh karenanya Tergugat
Il dan Tergugat Il haruslah diperintahkan untuk dapat melakukan Tes
Forensik atau tes DNA secara ilmu kedokteran terhadap Penggugat
dengan Alm. Kardiman dan Tergugat | dengan Alm Kardiman;

14.Bahwa dengan diketahuinya dan digunakannya Akta Lahir Tergugat | yang
mana isinya adalah tidak benar, dimana Kardiman dan sarwosri menikah
pada tahun 1974 sedangkan Tergugat | lahir pada tahun 1971, Penggugat
pada tanggal 3 Januari 2026, juga pernah mau melaporkan kasus
penggunaan Akta Lahir yang diduga Palsu yang digunakan oleh
Tergugat | kepada Tergugat Il (Polresta Surakarta) namun hal tersebut
ditolak, hal ini telah membuktikan adanya upaya Kriminalisasi yang
dilakukan oleh Tergugat I, Konspirasi dari Oknum Penyidik Polresta
Surakarta sangat jelas oleh karenanya Akta lahir tersebut haruslah
dinyatakan tidak sah menurut hukum

15. Bahwa demikian juga dengan adanya Penolakan Pengaduan dan Pelaporan
oleh Tergugat Il kepada Penggugat untuk melaporkan kasus penggunaan
Surat Palsu yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. Ind.983/1201/DSP/1988 atas
nama Tergugat | (Budi Wibowo), haruslah Tergugat Il dinyatakan telah
melakukan Perbuatan melawan Hukum dan Tergugat |l haruslah
diperintahkan untuk menerima Pengaduan dan Pelaporan dari Penggugat
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mengenai adanya penggunaan surat yang diduga Palsu yaitu penggunaan
Akta Lahir oleh Tergugat I;

16.Bahwa adanya penetapan Penggugat menjadi Tersangka, dengan dasar
adanya Akta Lahir Tergugat | yang diduga Palsu, dimana pada saat Alm
Kardiman menikah dengan Almh Sarwosri, tahun 1974, usia dari
Tergugat | adalah telah berrusia 3 tahun, dimana almh Sarwosri adalah
seorang Janda, sangatlah jelas kalau Perbuatan dari Tergugat Il dapat
dikategorikan merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum, dimana
tidak adanya suatu kehati-hatian dalam melihat alat bukti yang
disampaikan oleh Tergugat | kepada Tergugat Il, padahal dengan
sangat jelas Penyidik dari Tergugat Il adalah berlatar belakang seorang
Sarjana Hukum, demikian juga dengan Tergugat | yang berlatar
belakang Sarjana Hukum tentu tahu hukumnya.

17.Bahwa ditariknya Tergugat Ill sebagai Pihak dalam Perkara ini dikarenakan
Tergugat Il yang merupakan atasan langsung dari Tergugat Il yang jelas
jelas menerbitkan status Tersangka kepada Penggugat, dengan laporan dari
Tergugat | yang diduga isi akta lahir tersebut juga adalah Palsu oleh
karenanya haruslah dihukum Tergugat Il untuk melakukan Pengawasan
dan penegakan etika kepada Tergugat II;

18.Bahwa terhadap Objek tanah sawah yang terletak di Desa Krajan,
kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2928 m2, dengan sertifikat
Hak Milik N0.1299, yang sebelumnya tercatat atas nama Kardiman berubah
menjadi atas nama Penggugat haruslah dinyatakan Sah menurut hukum;

19.Bahwa Tergugat | yang tidak ada hubungan darah dengan Kardiman, alias
bukanlah merupakan anak Kandung dari Kardiman, oleh karenanya
Tergugat | haruslah dinyatakan bukanlah merupakananak kandung dari
Kardiman, dengan demikian Tergugat IV haruslah diperintahkan untuk
tunduk dan patuh pada putusan ini;

20.Bahwa dengan ditariknya Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat IV dalam
perkara ini, tentunya memiliki arti yang penting, khususnya terhadap
Tergugat 1l yang dengan seenaknya menetapkan Penggugat sebagai
Tersangka dengan dasar yaitu adanya Akta Lahir milik Tergugat | yang

dibuat oleh Tergugat | pada saat Tergugat | berumur 17 tahun, hal ini jelas
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21.

merupakan suatu perbuatan Kriminalisasi terhadap Penggugat, yang
dilakukan antara Tergugat | dengan Tergugat I, oleh karenaya Tergugat Il,
Tergugat Il dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh
pada putusan ini.

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan perdamaian, namun
usaha ini tidak membawakan hasilnya, bahkan oleh Tergugat Il dengan
penggunaan Surat Palsu yaitu Akta lahir yang diduga Palsu, Penggugat
telah dinyatakan bersalah tanpa adanya pertimbangan hukum apapun juga
hal ini dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka, oleh
karenanya untuk memperoleh suatu keadilan maka Penggugat mengajukan
upaya hukum ini ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar memeriksa serta memutuskan perkara

ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Perbuatan Tergugat | yang telah menggunakan Kutipan Akta
Kelahiran No. Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Budi Wibowo yang
merupakan anak laki-laki dari Suami Isteri Kardiman dan Sarwo Sri. Yang
lahir di Surakarta tanggal 3 November 1971 merupakan Perbuatan Melawan
Hukum

Menyatakan Perbuatan Tergugat Il yang telah lalai dalam menetapkan
status Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang tidak menerima pengaduan dari
Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Memerintahkan kepada Tergugat Il dan Tergugat Il untuk dapat melakukan
Tes Forensik atau tes DNA secara ilmu kedokteran terhadap Penggugat
dengan Alm. Kardiman dan Tergugat | dengan Alm Kardiman

Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama
Budi Wibowo yang merupakan anak laki-laki dari Suami Isteri Kardiman dan
Sarwo Sri. Yang lahir di Surakarta tanggal 3 November 1971 adalah tidak

Sah menurut hukum
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7. Menghukum Tergugat Il untuk melakukan Pengawasan dan penegakan
Etika kepada Tergugat Il yang telah menolak Pengaduan dan Pelaporan
dari Penggugat;

8. Menghukum Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV untuk tunduk dan Patuh
pada Putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka mohon Putusan

yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Tergugat |
datang menghadap ke persidangan Kuasa hukumnya yaitu Slamet Riyadi, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jati RT 06 RW 04, Cemani,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Januari 2026;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Tergugat Il
dan Tergugat Il datang menghadap ke persidangan Kuasa hukumnya yaitu
Anita Dewi Nugraeni, S.H., M.H. dan M Hafidz Syahirul Halim, S.H.,
berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 Februari 2026;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Tergugat
IV datang menghadap ke persidangan Kuasa hukumnya yaitu Andi Herwanto,
S.Sos., Tri Wulan Dwi Handayani, S.H., Ardyanto Imam Wicaksono, S.H., dan
Muhammad Arif Fauzi, S.H., masing-masing Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari
2026;

Menimbang bahwa oleh karena para Pihak sudah  hadir di
persidangan, sebagaimana ketentuan Perma 1 tahun 2016, sebelum pokok
perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, maka para pihak diwajibkan untuk
melakukan Mediasi yang akan difasilitasi oleh Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak

mempunyai mediator sendiri, maka Majelis Hakim menunjuk Dr. Dara Pustika
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Sukma, S.H., M.H., Mediator non Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta
sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 2 April
2026, upaya mediasi tidak tercapai kata sepakat (tidak berhasil) maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas
gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat |
mengajukan jawaban sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 12 dalam gugatanya yang inti dalil
tersebut bahwa Penggugat keberatan telah melalui proses dari
Penyelidikan hingga tahap Penyidikan, Penggugat telah ditetapkan
menjadi Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/142/1X/2025 /
SPKT / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG tertanggal 13
September. Intinya Penggugat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka.

2. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 12, angka 15 , angka 16 dan angka
20 dalam gugatanya mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 3
Januari 2026 mau melaporkan kasus penggunaan akta lahir yang diduga
palsu yang digunakan oleh Tergugat | kepada Tergugat Il ( Polresta
Surakarta ) namun hal tersebut ditolak oleh Polresta Surakarta.

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas hal tersebut
berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana peristiva tersebut pada angka 1 dan angka 2
diatas haruslah ditempuh jalur PRAPERADILAN, dan kebenaran dalil
pada angka 1 dan pada angka 2 diatas harus di buktikan kebenarannya
dulu kedua dalil tersebut diatas, bukan Gugatan Perdata Perbuatan
Melawan Hukum.

4. Bahwa berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana peristiwa tersebut pada angka 1 dan
angka 2 diatas haruslah ditempuh jalur PRAPERADILAN, dan kebenaran
dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan pada angka 2 diatas harus di
buktikan kebenarannya dulu kedua dalil tersebut diatas maka Gugatan

Penggugat Haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.
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. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 11
serta angka 18 adalah merupakan Gugatan Warisan antara orang yang
beragama Islam yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan
Agama Surakarta , Jadi Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang
untuk mengadili Perkara A quo. Jadi Gugatan Penggugat haruslah
ditolak.

. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Gugatan
Penggugat tidak sinkron sehingga Gugatan Penggugat Kabur,
berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat haruslah ditolak .

DALAM POKOK PERKARA :

. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1, bahwa Kardiman dan
Sarwosri telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13-
11-1974, bahwa pada saat pernikahan Kardiman berstatus Perjaka dan
Sarwosri berstatus Janda sebagaimana tercatat dalam Register
Perkawinan Nomor : 354/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

. Bahwa dalil Penggugat pada 2 adalah tidak benar, bahwa tidak benar
Tergugat | anak dari perkawinan Sarwosri dengan Sukemi, Bahwa
Sarwosri sebelum menikah dengan Kardiman, Sarwosri menikah
dengan Sukemi yaitu kakak kandung dari Kardiman pada tanggal 3
September 1970, kemudian Sukemi meninggal Dunia pada tanggal 3
April 1971, bahwa setelah meninggalnya Sukemi selang kurang lebih 2 (
dua ) Minggu Sarwosri menikah siri dengan Kardiman yaitu adik dari
Sukemi. Setelah itu Sarwosri dan Kardiman hidup berumah tanggah
layaknya suami istri di Kratonan yang saat ini tercatat Kratonan Rt.005
Rw.002 , Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta hingga sampai
Kardiman dan Sarwosri Meninggal dunia.

. Bahwa selama dalam pernikahan Siri Sarwosri dengan Kardiman |,
kemudian Sarwosri mengandung dan melahirkan anak pada tanggal 3
November 1971 dirumah sakit PKU Muhammadiyah yang diberi nama
BUDI WIBOWO ( Tergugat Konpensi ) seperti yang tercatat dalam Surat
Kelahiran Nomor : 480/PKU/71 tertanggal 16 September 1971. Bahwa
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Surat Kelahiran tersebut ditanda tangani Ayah yang bernama Kardiman
dan |Ibu yang bernama Sarwosri.

. Bahwa Budi Wibowo ( Tergugat | ) berdasarkan akta kelahiran tersebut
pada Posita angka 3 diatas adalah anak biologis antara Kardiman
dengan Sarwosri , jadi Budi Wibowo adalah anak pertama antara
Kardiman dengan Sarwosri.

. Bahwa kemudian setelah Nyewu dina ( Seribu hari ) atas kematian
Sukemi, kemudian Sarwosri dan Kardiman melangsungkan pernikahan
Resmi pada tanggal 13 September 1974 sebagaimana tercatat dalam
Register Perkawinan Nomor : 354/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Kenapa Kardiman
tidak melangsungkan pernikahan Resmi setelah kurang lebih 2 ( dua )
minggu setelah kematian Sukemi ( suami pertama Sarwosri ) karena
adat desa janda / duda bisa menikah resmi setelah seribu hari
pasangannya yang telah meninggal dunia.

. Bahwa Foto Copy Surat Kelahiran Nomor : 480/PKU/71 tertanggal 16
September 1971 atas nama Budi Wibowo ( Tergugat | ) pada tanggal 3
November 1971 yang ditanda tangani Ayah yang bernama Kardiman
dan Ibu yang bernama Sarwosri, didapat dari Polisi Polsek Gatak Resor
Sukoharjo pada saat Mediasi di Kantor Polsek Gatak pada tanggal 25
Mei 2024, bahwa yang Asli Surat Kelahiran Nomor : 480/PKU/71
tertanggal 16 September 1971 dibawa oleh Penggugat.

. Bahwa Polisi Polsek Gatak mendapatkan Copy Surat Kelahiran Nomor :
480/PKU/71 tertanggal 16 September 1971 atas nama Budi Wibowo (
Tergugat | ) pada tanggal 3 November 1971 yang ditanda tangani Ayah
yang bernama Kardiman dan |bu yang bernama Sarwosri diberi
langsung dari Penggugat (Anna Kurniawati ) dan yang Asli dibawa oleh
Anna Kurniawati ( Penggugat ).

. Bahwa sesuai dengan Fakta dan bukti bukti tersebut diatas BUDI
WIBOWO ( Tergugat | ) adalah anak biologis Kardiman dengan

Sarwosri.
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9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 adalah benar, Bahwa benar

Penggugat adalah anak Kardiman dengan Sarwosri, tetapi anak yang

kedua setelah Budi Wibowo ( Tergugat | ).

10.Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 huruf (a) adalah tidak benar.

Bahwa sesungguhnya tanah sawah seluas 2928 m? dengan sertifikat

hak milik Nomor : 1299 yang tercatat atas nama Kardiman adalah bukan

milik Kardiman sesungguhnya, tanah tersebut adalah milik Sumadi yaitu

adik Kandung dari Kardiman. Kronologi sebagai berikut :

Tanah tersebut dibeli oleh Sumadi melalui Kardiman pada tahun
1985, pada saat itu Sumadi merantau di Kalimantan, untuk
pembayaran tanah dilakukan wesel pos beberapa kali lewat
Kardiman.

Pada saat itu yang dibeli baru kurang lebih setengah dari semua luas
tanah tersebut yaitu kurang lebih 1464 m? dan kemudian yang
setengah nya lagi dibeli langsung oleh Sumadi dari Pemiliknya pada
tanggal 14 April 2003, bahwa saksi jual beli tersebut termasuk nama
Kardiman ( Kakak kandung Sumadi ) / ayah kandung Penggugat .
Bahwa selang berapa tahun kemudian tanah tersebut diajukan
pensertifikatan oleh Sumadi , tetapi tanah tersebut tidak dibisa
disertifikatkan karena telah disertifikatkan oleh Kardiman pada
tanggal 27 Novemeber 1986 dengan memakai AJB yang tidak
benar.

Bahwa Sumadi bersama keluarga ( anak dan Istrinya ) pernah
menemui Kardiman menanyakan sertifikat tersebut, Oleh Kardiman
dijawab baru digadaikan ke BRI dan besuk setelah Lunas akan
dikembalikan kepada Sumadi sebagai pemilik tanah sesungguhnya.
Bahwa sebelum Kardiman Meninggal dunia, Kardiman telah
berpesan kepada kedua anaknya yakni Tergugat | ( Budi Wibowo )
dan Penggugat (Anna Kurniawati ) bahwa sertifikat hak milik Nomor :
1299 tanah sawah seluas 2928 m? tercatat atas nama Kardiman yang
digadaikan ke BRI disuruh mengambil dan disuruh dikembalikan

kepada Sumadi sebagai pemilik tanah tersebut.
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Bahwa sertifikat tersebut telah diambil dari BRI oleh Penggugat dan
dikuasai oleh Penggugat (Anna Kurniawati).

Bahwa Sumadi dan Keluarga pernah menemui Penggugat untuk
meminta sertifikat tanah miliknya tersebut kepada Penggugat, oleh
Penggugat Sumadi harus membayar ganti uang yang menebus di
bank sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), dan dijawab
oleh Sumadi dan keluarganya baru bisa sanggup membayar
Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), tetapi Penggugat tidak mau
menerima uang itu dan tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut.
Kemudian Sumadi melapor kan hal tersebut ke Polres Sukoharjo
pada tanggal 17 Januari 2023.

Dalam masa Pemeriksaan perkara di Polres Sukoharjo tersebut |,
justru Penggugat malah membaliknama sertifikat hak milik Nomor :
1299 tanah sawah seluas 2928 m? tercatat atas nama Kardiman
menjadi sertifikat hak milik Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928
m? tercatat atas nama Anna Kurniawati ( Penggugat ) pada tanggal
21-09-2023 dengan memakai Surat Keterangan / Pernyataan Ahli
Waris tertanggal 25 Oktober 2023.

Bahwa Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25
Oktober 2023 yang dibuat oleh Penggugat adalah Surat Keterangan /
Pernyataan Ahli Waris yang isinya tidak benar karena didalam surat
keterangan tersebut tertulis yang intinya adalah Kardiman telah
meningal dunia pada tanggal 29 April 2015 dari perkawinan
almarhum dengan Istri Almarhumah Sarwosri telah lahir dan kini
masih hidup 1 ( satu ) orang anak yakni : Anna Kurniawati, S.Psi, M.si
, tempat tanggal lahir : Surakarta , 21 September 1980, alamat :
Kratonan Rt.05 Rw.02 , Kel.Kratonan, Kec. Serengan, Kota
Surakarta.

Bahwa ahli waris Kardiman dan Sarwosri adalah Tergugat | ( Budi
Wibowo anak pertama ) dan Penggugat ( Anna Kurniawati ), jadi
Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2023
yang dibuat oleh Penggugat adalah Surat Keterangan / Pernyataan

Ahli Waris yang isinya tidak benar.
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11.Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 huruf (b) yang mendalilkan bahwa
Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Kratonan,
Kecamatan Serengan, kota Surakarta, seluas 133 m2 dengan SHM.No.
522 dengan pemegang hak atas nama : Kardiman dan Ny. Sarwosri,
adalah benar adanya.
Jadi sebagai ahli waris Kardiman dan Ny. Sarwosri sebagai Pemegang
Hak atas tanah dan bangunan seluas 133 m2 dengan SHM.No. 522
dengan batas-batas :
- Sebelah selatan : tanah milik Sutrisno.
- Sebelah Utara : tanah millik Agus Sutisna
- Sebelah Barat : Jalan.
Sebelah Timur : Rumah Milik Ping Hartono adalah 2 ( dua ) orang yaitu
Tergugat | ( Budi Wibowo ) dan Penggugat ( Anna Kurniawati ).

12.Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar yang menyatakan
Ibu Sarwosri ( Ibu Penggugat dan Tergugat ) pada bulan 2 Mei 2002
meninggal dunia karena sakit dan kemudian pada tanggal 29 April 2015
Kardiman meninggal dunia karena sakit .

13.Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang tidak benar,
bahwa Kardiman tidak pernah mengatakan bahwa Kardiman hanya
mempunyai anak seorang yaitu penggugat, sedangkan Tergugat | adalah
anak bawaan Ibu Sarwosri jadi maunya Kardiman semua harta milik
Kardiman diberikan kepada Penggugat sendiri , Pernyataan dalam dalil
nomor 5 ini adalah Kebohongan Penggugat.
Bapak Kardiman tidak pernah mengatakan hal seperti itu, dan
pembuatan Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25
Oktober 2023 yang dibuat oleh Penggugat adalah Surat Keterangan /
Pernyataan Ahli Waris yang isinya tidak benar dan perbuatan tersebut
adalah perbuatan melawan Hukum.

14.Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang tidak benar, dalil
Penggugat yang menyatakan Tergugat | bukanlah anak kandung dari
Kardiman adalah tidak benar. Dan Tergugat memang tidak pernah

mendapatkan hibah dari Kardiman.
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15.Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang tidak benar,

bahwa Tergugat | tidak pernah mendapatkan hibah dari Kardiman yang

berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kratonan Rt,04 Rw.02,

Kel.Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta yang seluas 80 m?, bahwa

dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 ini bertentangan dengan dalil

Gugatan Penggugat pada angka 7.

16.Bahwa Perbuatan Penggugat pada yang didalilkan pada angka 9 adalah

merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu :

Perbuatan Penggugat yang membalik nama / Turun waris sertifikat
hak milik Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928 m? tercatat atas
nama Kardiman ( 27 November 1986 ) menjadi sertifikat hak milik
Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928 m? tercatat atas nama Anna
Kurniawati ( Penggugat ) pada tanggal 21-09-2023 dengan memakai
Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2023
adalah perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut sebenarnya
bukan milik Kardiman sesuai dengan dalil Jawaban Gugatan
Penggugat diatas.

Bahwa Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25
Oktober 2023 adalah Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris yang
isinya tidak benar karena didalam surat keterangan tersebut tertulis
yang intinya adalah Kardiman telah meningal dunia pada tanggal 29
April 2015 dari perkawinan almarhum dengan Istri Almarhumah
Sarwosri telah lahir dan kini masih hidup 1( satu ) orang anak yakni :
Anna Kurniawati, S.Psi, M.si , tempat tanggal lahir : Surakarta , 21
September 1980, alamat : Kratonan Rt.05 Rw.02 , Kel.Kratonan, Kec.
Serengan, Kota Surakarta.

Bahwa ahli waris Kardiman dan Sarwosri adalah Tergugat | ( Budi
Wibowo anak pertama ) dan Penggugat ( Anna Kurniawati ), jadi
Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2023
yang dibuat oleh Penggugat Konpensi adalah Surat Keterangan /

Pernyataan Ahli Waris yang isinya tidak benar.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 adalah benar, Bahwa

Karena Penggugat membuat dan menggunakan Surat Keterangan /
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Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2023 yang isinya tidak
benar maka Tergugat | melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort
Surakarta dengan Nomor : LP/B/142/1X/2025/SPKT/POLRESTA
SURAKARTA/POLDA JATENG tanggal 13 September 2025, dan
Penggugat telah dinyatakan sebagai Tersangka sesuai dengan
Surat dari Kepolisian Resor Surakarta no. B/1583/XII/RES.1.9/2025 /
Reskrim tertangqgal 31 Desember 2025.

17.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 adalah tidak benar. Yang
benar bahwa Tergugat | tidak menginginkan tanah sawah yang terdapat
didalam sertifikat hak milik Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928 m?
tercatat atas nama Kardiman ( 27 November 1986 ) yang dibalik nama
menjadi sertifikat hak milik Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928 m?
tercatat atas nama Anna Kurniawati ( Penggugat ) pada tanggal 21-09-
2023 dengan memakai Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris
tertanggal 25 Oktober 2023 Karena tanah tersebut sesungguhnya
milik Sumadi ( adik kandung dari Kardiman ).

18.Bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan
Kratonan, Kecamatan Serengan, kota Surakarta, seluas 133 m2 dengan
SHM.No. 522 dengan pemegang hak atas nama : Kardiman dan Ny.
Sarwosri, adalah Kepemilikanya ada 2 (dua) Orang yaitu Kardiman
dan Ny. Sarwosri. Karena Kardiman dan Ny.Sarwosri telah meninggal
dunia maka sebagai ahli warisnya ada 2 (dua) orang yaitu Tergugat | (
Budi Wibowo ) dan Penggugat ( Anna Kurniawati ).
Jadi sebagai ahli waris Kardiman dan Ny. Sarwosri sebagai Pemegang
Hak atas tanah dan bangunan seluas 133 m2 dengan SHM.No. 522
adalah 2 ( dua ) orang yaitu Tergugat | ( Budi Wibowo ) dan Penggugat (
Anna Kurniawati ). Jadi ahli warisnya bukan Cuma Penggugat saja.
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 adalah benar, bahwa
Tergugat | melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Surakarta
dengan Nomor : LP/B/142/I1X/2025/SPKT/POLRESTA
SURAKARTA/POLDA JATENG tanggal 13 September 2025 dan

Penggqugat telah dinyatakan sebagai Tersangka sesuai dengan
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Surat dari Kepolisian Resor Surakarta no. B/1583/XII/RES.1.9/2025 /
Reskrim tertanggal 31 Desember 2025.

19.Penggugat keberatan sebagai Tersangka seharusnya berdasarkan UU
Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

maka seharusnya Penggugat melakukan Gugatan Praperadilan untuk

membuktikan Penggugat sudah benar atau salah Penggugat ditetapkan
sebagai Tersangka, Bukan melalukan gugatan perdata Perbuatan
Melawan Hukum. Berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat haruslah
ditolak.
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 meminta agar Tergugat
| diperintahkan untuk melakukan test DNA, Tergugat menolak
permintaan Penggugat karena harus membongkar Makam ayah dan lbu
Tergugat Walaupun seluruh Pembeayaan ditanggung oleh Penggugat
termasuk pembongkaran Makam.

20.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 menyatakan bahwa
Penggugat melaporkan Tergugat | atas pemakaian surat yang di duga
palsu ke Kepolisian Resor Surakarta, tetapi di tolak oleh Kepolisian
Resor Surakarta, maka untuk membuktikan Dalilnya itu berdasarkan UU
Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana peristiwa tersebut haruslah ditempuh jalur PRAPERADILAN,
bukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum.

21.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang dalil tersebut
mencampur adukkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum
dengan Peristiwa Penolakan Laporan oleh Kepolisian Resor Surakarta
atas keinginan Penggugat yang akan melaporkan kasus penggunaan
Surat Palsu /Kutipan Akta Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama
Tergugat | yang kemudian Tergugat Il di perintahkan diminta untuk
menerima Pengaduan dan Pelaporan dari Penggugat adalah merupakan
dalil gugatan yang tidak jelas / Kabur ( Obscuur libel ).
Sedangkan pembuktian atas tuduhan Penggugat terhadap
penggunaan Surat Palsu /Kutipan Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988
atas nama Tergugat belum dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha

Negara dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum
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22.

23.

tetap atas dugaan penggunaan / Kutipan Kelahiran
Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat | tersebut.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan
Penggugat keberatan dinyatakan sebagai Tersangka dalam Laporan di
Polresta Surakata LP/B/142/I1X/2025/SPKT/POLRESTA
SURAKARTA/POLDA JATENG tanggal 13 September 2023, seharusnya
Penggugat Konpensi melakukan Jalur Hukum Praperadilan sesuai
dengan UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana seharusnya melakukan Gugatan Praperadilan, dan
sebelum melakukan PRAPERADILAN Penggugat Konpensi harus
membuktikan dahulu atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat atas
dugaan penggunaan Surat Palsu /Kutipan Kelahiran
Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat | dan Pembatalan Kutipan
Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 ke PTUN, ini belum dibuktikan dan
belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan
penggunaan / Kutipan Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama
Tergugat | tersebut.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 tidak Tergugat jawab,

karena bukan merupakan wilayah atau wewenang Tergugat |.

24.Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah merupakan dalil gugatan

yang tidak jelas / Kabur ( Obscuur libel ), terbukti juga pada dalil
Gugatan Penggugat pada nomor : 18 yang menyatakan “bahwa
terhadap obyek tanah sawah yang terletak di desa Krajan, kecamatan
Gatak , kabupaten Sukoharjo seluas 2928 m2, dengan sertifikat Hak
Milik No.1299, yang sebelumnya tercatat atas Kardiman berubah
menjadi atas nama Penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum”
, bahwa seharusnya Gugatan tersebut berupa Gugatan Waris di
Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan Gugatan Penggugat adalah
Gugatan Perbuatan melawan hukum yang isinya terkait Peristiwa
Penolakan Laporan oleh Kepolisian Resor Surakarta atas keinginan
Penggugat yang akan melaporkan kasus penggunaan Surat Palsu
/Kutipan Akta Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat

Konpensi yang kemudian Tergugat Il di perintahkan diminta untuk
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menerima Pengaduan dan Pelaporan dari Penggugat Sedangkan
pembuktian atas tuduhan Penggugat terhadap penggunaan Surat
Palsu /Kutipan Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama
Tergugat | belum dibuktikan dan belum ada putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan penggunaan /
Kutipan Kelahiran Ind.983/1201/DSP/1988 atas nama Tergugat
tersebut.
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 juga merupakan
gugatan Pewarisan atau gugatan penetapan hak waris sedangkan
penetapan hak atas barang / benda warisan untuk yang beragama
Islama adalah di Pengadilan agama Surakarta bukan di Pengadilan
Negeri Surakarta, sehingga gugatan Penggugat haruslah di TOLAK.
25.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 19 adalah dalil gugatan
yang tidak benar, bahwa nanti akan kita buktikan bahwa Tergugat |
adalah benar benar anak Kardiman dengan Sarwosri.
26.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 20 yang menyatakan
Penggugat keberatan ditetapkan sebagai tersangka dalam Laporan di
Polresta Surakata LP/B/142/1X/2025/SPKT/POLRESTA
SURAKARTA/POLDA JATENG tanggal 13 September 2023 dan menarik
Tergugat IlI, Tergugat Ill dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah
Gugatan yang kabur ( Obscuur libel ) seharusnya gugatan Penggugat
berupa PRAPERADILAN. Maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak
setidak tidaknya tidak dapat diterima.
27.Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 adalah dalil yang tidak benar.
Yang benar bahwa Penggugat tidak pernah mencari jalan perdamaian,
karena saat ditagih Sumadi yang mempunyai tanah sertifikat hak milik
Nomor : 1299 tanah sawah seluas 2928 m? yang terletak di desa Krajan
Kec. Gatak, Kab.Sukoharjo tidak pernah memberikan dan justru dibalik
nama atas Nama Penggugat secara melawan hukum.
Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Tergugat | mohon kepada yang
Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara Aquo Pengadilan Negeri
Surakarta kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai
berikut:
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DALAM EKSEPSI :

. Mengabulkan Eksepsi Tergugat | Keseluruhannya.
. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel
. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Keseluruhanya atau setidak

tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jabawan Gugatan Tergugat | untuk

seluruhnya.

. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel

. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhanya atau menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR :

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang
menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil

adilnya.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Il dan

Tergugat Il mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (EXCEPTIVE VEERWEER)

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Il dan Tergugat Ill (Para Tergugat)
menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat,
kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat,

sebagai berikut:

A. Eksepsi Terkait Kewenangan Mengadili (Kompetensi
Absolut/Exceptio  Declinatoir), Para Tergugat kemukakan
berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menyebutkan judul “Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum” akan tetapi pada teks Halaman 1 s/d
6 tertulis “Gugatan Waris” dan alasan pada posita tertulis “Adapun
alasan diajukannya Gugatan Waris ini adalah” yang selanjutnya

pada isi Posita Penggugat angka 1 s/d 11 yang pada intinya
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mendalilkan Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris (Alm)
Kardiman dan mempersoalkan status Tergugat | sebagai ahli waris
serta keabsahan akta kelahirannya sekaligus memohon agar
objek tanah sawah SHM No. 1299 atas nama (Alm) Kardiman
dinyatakan sah sebagai hak Penggugat sebagai ahli waris.

Bahwa dari posita tersebut nyata bahwa sengketa pokok

menyangkut:
a. Siapa yang menjadi ahli waris almarhum Kardiman............ ?
b. Apakah Tergugat | termasuk ahli waris atau bukan............. ?

c. Bagaimana kedudukan harta peninggalan (Alm) Kardiman
terhadap para ahli waris?

sehingga perkara ini pada hakikatnya adalah perkara kewarisan
orang Islam.

Karena (Alm) Kardiman dan (Almh) Sarwosri beragama Islam
demikian pula Penggugat dan Tergugat | juga beragama Islam,
sehingga sengketa kewarisan atas harta peninggalan (Alm)
Kardiman antara ahli waris yang beragama lIslam merupakan
Kewenangan Absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49
huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa
perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.
Bahwa doktrin dan rumusan kamar Mahkamah Agung juga
menegaskan bahwa perkara kewarisan orang Islam merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama, dengan tolak ukur agama
pewaris. Bila pewaris beragama Islam, sengketa waris adalah
kewenangan peradilan agama.

Pada posita angka 7, Penggugat juga mendalilkan berdasarkan
Pasal 209 KHI/Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat pada
intinya adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan menyatakan
harta peninggalan (Alm) Kardiman adalah sah atas nama
Penggugat, sehingga yang disengketakan adalah status ahli waris

dan harta warisan yang seluruh subjek utama adalah orang Islam,
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oleh karenanya jenis sengketa demikian termasuk ruang lingkup

kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan

Agama bukan Pengadilan Negeri.

6. Bahwa selain alasan-alasan kompetensi absolut yang telah Para
Tergugat uraikan sebelumnya, terdapat fakta hukum yang sangat
mendasar dan menentukan yaitu Penggugat telah lebih dahulu
mengajukan gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Surakarta
dengan Nomor Perkara: 127/Pdt.G/2026/PA.Ska yang pada
pokoknya berkaitan langsung dengan objek dan substansi
sengketa yang sama, yakni mengenai keabsahan Surat
Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor: AT/57/X/2023 tanggal
25 Oktober 2023 dan objek tanah peninggalan Alm Kardiman;

7. Bahwa terhadap fakta tersebut, Para Tergugat memiliki dan akan
mengajukan bukti surat berupa Copy Screenshot Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
127/Pdt.G/2026/PA.Ska dan Copy Legalisir Surat Keterangan/
Pernyataan Ahli Waris Nomor: AT/57/X/2023 tanggal 25 Oktober
2023, yang menunjukkan bahwa:

a. Objek sengketa, para pihak, serta pokok permasalahan
hukum adalah identik atau setidak-tidaknya berkaitan erat,
yaitu menyangkut:

- Status dan keabsahan ahli waris;
- Keabsahan surat keterangan ahli waris;
- Hak atas harta peninggalan almarhum Kardiman;

b. Bahwa dengan telah diajukannya perkara tersebut di
Pengadilan Agama, maka secara hukum yang berwenang
(kompetensi absolut) telah dipilih dan sedang berjalan yaitu
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang
untuk memeriksa perkara yang substansinya sama karena
akan menimbulkan dualisme putusan (conflicting judgments)
yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.

8. Bahwa berdasarkan praktik peradilan yang berkembang, keadaan

dimana terdapat perkara yang sama atau berkaitan erat sedang
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diperiksa di pengadilan lain yang berwenang, dikenal sebagai
Exceptio Litis Pendentis yang mengandung prinsip bahwa “Suatu
perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya atau secara
paralel apabila pokok sengketa yang sama sedang diperiksa oleh
pengadilan lain yang berwenang. Dimana prinsip tersebut sejalan
dengan asas hukum acara perdata yaitu Asas kepastian hukum
(legal certainty), Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan serta larangan adanya putusan yang saling bertentangan
(conflict of decisions).

9. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama dan hukum acara perdata mengenai
Exceptio Litis Pendentis serta asas kepastian hukum dan tertib
peradilan maka sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis
Hakim Yang Mulia untuk Menyatakan Pengadilan Negeri
Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa
dan mengadili perkara a quo dan Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
karena Objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan
Agama dan Perkara yang sama sedang berjalan di Pengadilan
Agama Surakarta.

B. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel),
Para Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Perdata edisi kedua (halaman 514) menyatakan
“yang dimaksud obscuur libel adalah gugatan penggugat tidak
terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi
gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi
syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (duidelijk)”.

2. Bahwa R. Soeroso, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tata Cara
dan Proses Persidangan edisi kedua (halaman 58) menyatakan

“tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat
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tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang
berisi persyaratan-persyaratan yang bertentangan satu sama lain
disebut abscuur libel berakibat tidak diterimanya gugatan
tersebut”

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berjudul “Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum” namun dalam isi posita penggugat
mencampur-adukkan terkait “sengketa hak waris dan status ahli
waris, keberlakuan akta kelahiran Tergugat [, tuduhan
penggunaan surat palsu dan kriminalisasi oleh Tergugat Il, dan
tuntutan agar penetapan tersangka dibatalkan serta Penyidik
diperintahkan menerima laporan Penggugat dan melakukan tes
forensik/DNA”;

Bahwa beberapa petitum Penggugat sejatinya menyasar tindakan
dan kewenangan Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
(ranah hukum publik/pidana) seperti menyatakan penetapan
tersangka oleh Tergugat |l sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
memerintahkan dilakukannya tes forensik/DNA dalam proses
pidana, dan memerintahkan Tergugat Il menerima laporan
Penggugat tentang dugaan pemalsuan surat;

Bahwa proses penyidikan, penetapan tersangka, penerimaan
laporan polisi dan penggunaan alat bukti forensik/DNA merupakan
domain hukum pidana yang diatur dalam KUHAP dan berada
dalam pengawasan peradilan pidana (praperadilan atau pengujian
dalam perkara pidana) bukan melalui gugatan perdata PMH di
Pengadilan Negeri;

Bahwa pencampur-adukkan tuntutan yang menyangkut
kewenangan publik aparat penegak hukum dalam perkara pidana
dengan sengketa privat mengenai status ahli waris serta
keabsahan harta warisan dalam satu gugatan perdata
mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) karena
objek sengketa, dasar hukum, serta hubungan kausal antara

posita dan petitum tidak dirumuskan secara jelas dan terpisah;
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7. Bahwa doktrin hukum acara perdata mengakui bahwa gugatan
yang mendasarkan beberapa dasar hukum yang saling bercampur
dan berdiri sendiri, seperti menggabungkan sengketa perdata
dengan pengujian tindakan pidana, dapat dinyatakan obscuur libel
sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Terlebih lagi apabila dicermati secara seksama seluruh dalil
gugatan Penggugat, tidak terdapat uraian yang jelas, tegas, dan
terperinci mengenai:

a. Tidak Jelasnya Perbuatan Melawan Hukum vyang
Didalilkan
Penggugat tidak menguraikan secara konkret perbuatan apa
yang secara spesifik dilakukan oleh Tergugat Il dan Tergugat
lll yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan
Hukum. Penggugat hanya mendalilkan secara umum bahwa
Tergugat Il melakukan “kriminalisasi” dan “lalai®, tanpa
menjelaskan tindakan konkret apa yang melanggar hukum,
kapan dilakukan, serta bagaimana bentuk pelanggaran
hukumnya.

b. Tidak Diuraikannya Unsur Kesalahan (Fault)
Penggugat tidak menjelaskan adanya unsur kesalahan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat |l dan
Tergugat Ill, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian
yang melampaui kewenangan jabatan. Padahal, tindakan
Tergugat Il jelas merupakan pelaksanaan tugas berdasarkan
kewenangan undang-undang dalam proses penyidikan.

c. Tidak Jelasnya Kerugian yang Diderita
Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan terukur
mengenai kerugian yang nyata (actual loss) yang dialami
akibat tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill, baik kerugian
materiil maupun immateriil, serta tidak menjelaskan dasar
perhitungannya.

d. Tidak Adanya Hubungan Kausal yang Jelas
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Penggugat juga tidak mampu menjelaskan secara logis dan
yuridis mengenai hubungan sebab akibat (causal verband)
antara tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill dengan kerugian
yang didalilkan. Dalil yang disampaikan hanya berupa asumsi
dan penilaian sepihak yang tidak didukung dengan konstruksi
hukum yang jelas.

9. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat secara
nyata telah mencampuradukkan berbagai aturan hukum yang
berbeda, yaitu antara tuntutan keperdataan mengenai sengketa
waris dan hak milik dengan permintaan pengujian terhadap
tindakan penyidikan pidana serta perintah kepada penyidik dalam
menjalankan kewenangan publiknya, maka gugatan a quo
menjadi tidak jelas baik mengenai objek sengketa, dasar hukum
yang digunakan, maupun hubungan antara posita dan petitumnya,
bahwa keadaan tersebut menunjukkan gugatan Penggugat tidak
memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik dan benar
sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku di
Indonesia, sehingga telah menimbulkan ketidakjelasan (obscuur
libel) yang bersifat mendasar dan tidak dapat diperbaiki melalui
pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya
dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).

C. Bahwa Gugatan Diajukan Sebelum Hak Keperdataan Ditetapkan
(Premature), Para Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menilai bahwa gugatan Perbuatan Melawan
Hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 1365
KUHPerdata yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum
tergolong premature, dikarenakan pada saat gugatan ini diajukan
status hukum ahli waris, keabsahan anak, dan pembagian harta

peninggalan (Alm) Kardiman belum pernah ditetapkan oleh
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pengadilan yang berwenang sebagaimana Pasal 49 huruf b UU
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan pembagian waris
bagi anak-anak sah;

2. Bahwa gugatan Penggugat juga bertentangan dengan asas
prerequisit hukum (asas legalitas hak) dimana hak-hak yang
menjadi objek sengketa harus ditetapkan secara hukum terlebih
dahulu agar gugatan PMH dapat diproses dan kerugian yang
diklaim memiliki dasar hukum yang sah, sehingga apabila PN
Surakarta menerima dan memeriksa gugatan Penggugat akan
menimbulkan putusan yang cacat formil, karena tidak ada
kepastian status ahli waris, tidak ada dasar penetapan siapa yang
berhak atas harta peninggalan, dan kerugian yang diklaim belum
bersifat nyata dan legal;

3. Mahkamah Agung RI telah menegaskan prematuritas gugatan
dalam Putusan MA RI No. 1816 K/Pdt/2011 yang menyatakan
bahwa “gugatan PMH yang diajukan sebelum ada penetapan hak
keperdataan atau status hukum pihak terkait dianggap premature
dan tidak dapat diterima”.

4. Atas penjelasan tersebut di atas, gugatan penggugat yang
diajukan sebelum hak keperdataan ditetapkan oleh pengadilan
yang berwenang belum dapat diterima untuk diperiksa di
Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karenanya gugatan masih
terlalu dini (premature) sehingga harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).

D. Eksepsi Terkait Penyidikan Oleh Tergugat Il Karena Menjalankan
Wewenang dan Kewajiban Yang Diperintahkan Undang-Undang
Tidak Dapat Dinyatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
Para tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sbb:

1. Bahwa Tergugat Il dalam perkara a quo adalah Kapolri Cq
Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta Cq Kasatreskrim
Polresta Surakarta yang dalam perkara ini telah dilibatkan sebagai

pihak Tergugat Il atas tindakan anggotanya yang menerima

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Skt



laporan pengaduan, melakukan penyelidikan, dan penyidikan
terhadap adanya laporan pengaduan dari Sdr. BUDI WIBOWO
(Tergugat ) tertanggal 30 Mei 2024 tentang dugaan tindak pidana
menempatkan keterangan palsu didalam sebuah akta
keterangan/Pernyataan Ahli Waris yang dilakukan Sdri. ANNA
KURNIAWATI (penggugat);
Bahwa Tergugat Il, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata,
merupakan pihak yang tidak secara langsung dituntut untuk
bertanggung jawab tetapi dianggap memiliki keterkaitan dengan
objek perkara. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa Tergugat
Il dalam perkara ini hanya menjalankan tugas pokok kepolisian
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik Tergugat Il berupa
menerima laporan/pengaduan dari masyarakat dan
menindaklanjutinya dengan diawali dari proses penyelidikan
hingga penyidikan adalah merupakan pelaksanaan dari tugas
pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam:
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan tugas
pokok Kepolisian adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menerima

laporan dan/atau pengaduan.
Pasal 1 angka 2 UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
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Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan."
Pasal 1 angka 7 UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP:

"Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang diberi

kewenangan untuk melakukan penyelidikan."

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
yang mengatur secara rinci tata cara dan prosedur penyelidikan

dan penyidikan oleh Kepolisian.

Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam
perkara a quo adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang sah menurut hukum, sehingga tidak dapat
dimintai  pertanggungjawaban secara perdata, apalagi
dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatige daad).

Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa:
"Tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan berdasarkan
kewenangan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum.".
Dengan uraian dalil-dalil dan ketentuan Undang-Undang tesebut
diatas sudah jelas bahwa Tergugat Il, melakukan proses
penyelidikan terhadap laporan pengaduan dari Sdr. BUDI
WIBOWO (Tergugat I) tanggal 31 Mei 2024 yang selanjutnya
terhadap status perkara a quo telah ditingkatkan ke tahap
penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/B/142/V111/2025/SPKT/POLRESTA SURAKARTA/POLDA
JATENG, tanggal 13 September 2025 tentang dugaan tindak
pidana pemalsuan surat berupa surat keterangan/pernyataan

waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1)

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Skt



KUHPidana atau Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan Pelapor
Sdr. BUDI WIBOWO (Tergugat 1) dan Terlapor Anna Kurniawati,
S.Psi, karena menjalankan wewenangnya berdasarkan kewajiban
yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Maka gugatan
Penggugat yang menarik Tergugat Il dan Il tidak berdasarkan
hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA (VEERWEER TEN PRINCIPALE)

Bahwa Tergugat Il dan Il (Para Tergugat) mohon agar hal-hal yang telah
diuraikan Dalam Eksepsi (Exceptive Veerweer) di atas dianggap
merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
(Veerweer Ten Principale) ini, serta Para Tergugat menolak secara tegas
seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil
yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sebagai
berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat perkenankan
Tergugat Il dan Ill (Para Tergugat) menyampaikan kronologis
penanganan perkara a quo sebagai berikut:

a. Bahwa penanganan perkara a quo dalam proses penyelidikan,
sebagai berikut:

1) Bahwa Tergugat Il menerima laporan pengaduan dari Sdr.
Budi Wibowo (Tergugat 1) tertanggal 31 Mei 2024 tentang
dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu
didalam sebuah akta keterangan/pernyataan ahli waris yang
dilakukan Sdr. Anna Kurniawati (penggugat);

2) Sebagai dasar melakukan penyelidikan terhadap perkara a
quo, Tergugat Il selanjutnya menerbitkan surat-surat sbb:

a) Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/661/VI/
2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024,

b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/661.A/VI/
2024/Reskrim, tanggal 5 Juni 2024;

c) Surat Perintah Tugas Penyelidikan Lanjutan Nomor:
Sp.Gas/661/VI/2025/Reskrim, tanggal 20 Juni 2025;
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3)

4)

d) Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor:
SP.Lidik/661.A/VI/2025/Reskrim, tanggal 20 Juni 2025.
Atas dasar surat-surat tersebut diatas, Tergugat Il melakukan
tindakan penyelidikan dengan cara: permintaan keterangan/
wawancara dari orang-orang yang mengetahui terjadinya
perkara a quo, yang merupakan bagian dari penyelidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 8 Tahun
1981 tentang KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwva yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini’.

Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP.

dan Pasal 5 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana: “Penyelidikan dilakukan
berdasarkan: a. Laporan dan/atau pengaduan; dan b. surat
perintah penyelidikan.

Tergugat Il telah mengundang dan melakukan klarifikasi
terhadap orang-orang yang mengetahui terjadinya perkara a
quo, antara lain sbb:

a) Sdr. Budi Wibowo, S.H. (Tergugat I)

b) Sdr. Sutrisno

c) Sdri. Warti

d) Sdr. Sumadi

e) Sdr. Siti Nurochmah

f) Sdr. Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.Si

g) Sdr. Amin Budiyanto;

h) Sdri. Pertiwi, S.E., M.Si

i) Sdr. Sigit Cahya Kurniawan, S.H., M.Kn

j) Sdri. Anna Kurniawati (Penggugat)

k) Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.M.H. (Ahli)
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5)

6)

7)

Dimana telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi serta
Tergugat Il juga telah mengumpulkan surat/dokumen-
dokumen yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud.
Bahwa tindakan Tergugat Il dalam penyelidikan menemukan
terjadinya dugaan tindak pidana menempatkan keterangan
palsu didalam sebuah akta keterangan/pernyataan ahli waris
yang dilakukan Sdr. Anna Kurniawati dan Hasil Penyelidikan
tersebut oleh Tergugat Il dituangkan dalam Laporan Hasil
Penyelidikan 30 September 2024 dengan mendasarkan
Pasal 1 angka 5 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo.
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1) UU No 8
Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Perkap No 6
Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Penyelidikan
dilakukan berdasarkan a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
b. Surat Perintah Penyelidikan);
Setelah Tergugat Il melakukan penyelidikan, sesuai Pasal 9
Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
Tergugat Il melaksanakan Gelar Perkara:
Pada ayat (1) gelar perkara untuk menentukan peristiwa
tersebut diduga a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.
Pada ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
a) merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap
penyidikan.
b) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian
penyelidikan; dan
c) perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri,
laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
Tergugat Il pada tanggal 6 November 2024 melaksanakan
Gelar Perkara dan peserta Gelar Perkara dan peserta Gelar
Perkara sepakat terhadap perkara a quo ditemukan adanya
persitiwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa
menyuruh memasukan keterangan yang tidak sebenarnya ke

dalam surat keterangan/pernyataan ahli waris
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Nomor:AT/57/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sehingga

perkara a quo agar dilanjutkan ke tahap penyidikan.

b. Bahwa penanganan perkara a quo dalam proses penyidikan,

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bahwa telah  diterbitkan  Laporan Polisi Nomor:
LP/B/142/1X/2025/SPKT/POLRESTA SURAKARTA/ POLDA
JAWA TENGAH, tanggal 13 September 2025 tentang dugaan
tindak pidana pemalsuan surat berupa surat
keterangan/pernyataan ahli waris;

Bahwa Tergugat Il selanjutnya menerbitkan surat-surat sbb:

a. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:
Sp.Gas/875/IX/RES.1.9./2025/Reskrim, tanggal 30
September 2025;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sp.Dik/875.B/IX/RES.1.9./2025/Reskrim,  tanggal 30
September 2025;

c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor:
Sp.Gas/875/X/RES.1.9./2025/Reskrim, tanggal 25
Oktober 2025;

d. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:
Sp.Dik/875.B/X/RES.1.9./2025/Reskrim, tanggal 25
Oktober 2025;

e. Surat Perintah Tugas Penyidikan Lanjutan Nomor:
Sp.Gas/875/I/RES.1.9./2026/Reskrim, tanggal 2 Januari
2026;

f. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:
Sp.Dik/875.B/II/RES.1.9./2026/Reskrim, tanggal 2 Januari
2026.

sebagai dasar Tergugat Il dalam melakukan penyidikan

terhadap perkara a quo.

Bahwa telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan Nomor: SPDP/162/IX/RES.1.9./2025/Reskrim,

tanggal 30 September 2025 kepada Kepala
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4)

5)

Kejaksaan Negeri Surakarta, dengan tembusan Pelapor dan

Terlapor.

Bahwa selanjutnya Tergugat Il telah melakukan pemeriksaan

terhadap saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perkara a

quo, yaitu:

a) Saksi atas nama Budi Wibowo;

b) Saksi atas nama Siti Nurochmah;

c) Saksi atas nama Sutrisno;

d) Saksi atas nama Pertiwi, S.E., M.Si;

e) Saksi atas nama Amin Budiyanto, S.Sos;

f) Saksi atas nama Wisnu Untoro, S.H., M.Hum

g) Saksi atas nama Sumadi;

h) Saksi atas nama Warti;

i) Saksi atas nama Nining Sarwoningsih, BSC;

]) Saksi atas nama Anna Kurniawati, S.Psi;

Dimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Saksi.

Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang

ada kaitannya terhadap perkara a quo, sebagai berikut:

a) Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/277/1X/2025/Reskrim tanggal 30 September 2025,
telah melakukan penyitaan dari pemilik/yang menguasai
barang atas nama BUDI WIBOWO, S.H (Tergugat I)
dalam proses penyitaan juga telah membuat Berita acara
Penyitaan tertanggal 30 September 2025 dan menerbitkan
Surat Tanda Penerimaan Nomor:
STP/277/1X/2025/Reskrim, tanggal 30 September 2025
dan dengan mendasari Surat Kapolresta Surakarta
Nomor: SI.SITA/277.A/IX/ RES.1.9./2025/Reskrim tanggal
30 September 2025 Hal: permohonan persetujuan
penyitaan barang bukti kepada PN Surakarta telah

memperoleh surat Penetapan dari PN Surakarta Nomor:
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489/PenPid.B-SITA/2025/PN Skt tanggal 10 Oktober
2025;

b) Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/14/I/RES.1.9./2026/Reskrim tanggal 28 Januari
2026, telah melakukan penyitaan dari pemilik/yang
menguasai barang atas nama Wisnu Untoro, S.H.,
M.Hum;
dalam proses penyitaan juga telah membuat Berita acara
Penyitaan tertanggal 28 Januari 2026 dan menerbitkan
Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/11/1/2026/Reskrim
tanggal 28 Januari 2026 dan mendasari Surat Kapolresta
Surakarta Nomor: SI.SITA/14.A/I/RES.1.9./2026/Reskrim
tanggal 28 Januari 2026 Hal: permohonan persetujuan
penyitaan barang bukti kepada PN Surakarta telah
memperoleh surat Penetapan dari PN Surakarta Nomor:
27/PenPid.B-SITA/2026/PN Skt tanggal 30 Januari 2026;

c) Surat Perintah Penyitaan Nomor:
SP.Sita/17/I/RES.1.9./2026/Reskrim  tanggal 29 Januari
2026, telah melakukan penyitaan dari pemilik/yang
menguasai barang atas nama Anna Kurniawati, S.Psi;
dalam proses penyitaan juga telah membuat Berita acara
Penyitaan tertanggal 29 Januari 2026 dan menerbitkan
Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/12/1/2026/Reskrim
tanggal 29 Januari 2026 dan Surat Kapolresta Surakarta
Nomor: SI.SITA/17.A/I/IRES.1.9./2026/Reskrim tanggal 29
Januari 2026 Hal: permohonan persetujuan penyitaan
barang bukti kepada PN Surakarta telah memperoleh
surat Penetapan dari PN Surakarta Nomor: 29/PenPid.B-
SITA/2026/PN Skt tanggal 30 Januari 2026;

6) Selanjutnya setelah Termohon memperoleh dan
mengumpulkan “bukti permulaan®, “bukti permulaan yang
cukup®, dan “bukti yang cukup®tersebut diatas, berdasarkan
pasal 1 angka 14 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
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“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana“.

Selain itu berdasarkan ketentuan Perkap No. 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana pada:

a) Pasal 1 angka 9 “Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat
bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana“.

b) Pasal 10 ayat (1) huruf e.

c) Pasal 25 ayat (1) penetapan tersangka berdasarkan
paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang
bukti dan ayat (2) penetapan tersangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme
gelar perkara, kecuali tertangkap tangan).

Dari serangkaian tindakan Tergugat Il tersebut diatas untuk

mencari dan mengumpulkan bukti, Tergugat Il telah

memperoleh “Bukti permulaan”, minimal 2 alat bukti
berdasarkan 184 KUHAP berupa alat bukti (1) keterangan

saksi dan (2) surat dengan didukung Barang Bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian
Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April

2015 menyatakan frasa "bukti permulaan”, “bukti permulaan
yang cukup”, “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai

“‘minimal dua alat bukti” dan pemeriksaan calon Tersangka;

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut,
Tergugat Il berpendapat bahwa semakin menjadi terang tindak

pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya.

Penggugat yang karena perbuatanya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana (pasal 1 angka 14), maka selanjutnya Tergugat

Il melakukan tindakan:
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7

8)

9)

a. Membuat Laporan Hasil Penyidikan 10 September 2025
dan melaksanakan Gelar perkara Penetapan Tersangka
tanggal 30 Desember 2025, Dalam Gelar Perkara
Penetapan Tersangka tersebut, tergugat Il telah
memperoleh minimal 2 alat bukti dugaan tindak pidana
pemalsuan surat berupa surat keterangan/pernyataan ahli
waris dan telah dibuat Laporan Hasil Gelar Perkara
Nomor: GP/66/XI1/2025/Reskrim tanggal 30 Desember
2025;

b. Tergugat Il selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan
Nomor: S. Tap/162.A/XIl/2025/Reskrim tanggal 31
Desember 2025 tentang Penetapan Tersangka Anna
Kurniawati, S.Psi dan Surat Kapolresta Surakarta
Nomor: B/1583/XII/RES.1.9./2025/Reskrim tanggal 31
Desember 2025 perihal pemberitahuan penetapan
tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dengan
tembusan kepada Pelapor dan Tersangka.

Selanjutnya Tergugat Il melakukan pemanggilan terhadap

Sdri. Anna Kurniawati, S.Psi (Penggugat) mendasari surat

sbb:

a) Surat Panggilan Tersangka Nomor:
Sp.Gil/01/1/2026/Reskrim tanggal 1 Januari 2026;

b) Surat Panggilan ke-2 Tersangka Nomor:
Sp.Gil/01.A/1/2026/Reskrim tanggal 14 Januari 2026

Dan pada tanggal 21 Januari 2026, Tersangka Anna

Kurniawati, S.Psi (Penggugat) hadir untuk dimintai keterangan

sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Tersangka tertanggal 21 Januari 2026 serta

Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 29

Januari 2026;

Mendasari Pasal 110 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP tentang Hukum Acara Pidana, Tergugat Il telah
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mengirimkan Surat Kapolresta Surakarta Nomor:
B/100/II/RES.1.9./2026/Reskrim tanggal 3 Februari 2026
perihal pengiriman berkas perkara atas nama Tsk. ANNA
KURNIAWATI, S.Psi., M.si Binti KARDIMAN (Tahap [) berupa
Berkas Perkara No.Pol: BP/09/11/2026/Reskrim, tanggal 3
Februari 2026 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta.

c. Bahwa penyampaian kronologis tersebut merupakan sebagai
gambaran kepada Penggugat terkait penanganan perkara a quo
serta Tergugat Il dan Tergugat Il memohon untuk dijadikan
pertimbangan oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini.

2. Bahwa Tergugat Il dan Tergugat lll tidak melakukan Perbuatan

Melawan Hukum

Turut Tergugat II dan Il kemukakan berdasarkan alasan-alasan

hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan
yang menyatakan bahwa atas laporan dari Tergugat | melalui
Tergugat Il dengan Laporan Polisi Nomor:
LP/B/142/I1X/2025/SPKT/POLRESTA SURAKARTA/POLDA
JATENG tanggal 13 September 2025 tentang dugaan terjadinya
tindak pidana pemalsuan surat yang mana menjadi dasar Laporan
adalah adanya Akta Lahir No. Indo 983/1201/DSP/1988, atas akta
lahir tersebutlah, maka oleh Tergugat |l penggugat dinyatakan
bersalah dan telah ditetapkan menjadi Tersangka

b. Bahwa Tergugat Il dan Ill menolak dalil-dalil penggugat tersebut
berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan
pada kronologis penanganannya perkara a quo secara terang
benderang, dimana penanganan perkara tersebut telah dilakukan
sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana antara lain menerima laporan pengaduan,
menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan

serangkaian tindakan Penyelidikan, menerbitkan Surat Perintah
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Penyidikan dan melakukan serangkaian tindakan Penyidikan
hingga dengan mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri
Surakarta (Tahap 1)

Bahwa Penetapan Tersangka sah secara hukum jika didasarkan
minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup (Pasal 184 UU 8/1981
tentang KUHAP) dan melalui mekanisme Gelar Perkara, sesuai
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014,
prosedur ini melibatkan penyidikan untuk mengumpulkan bukti
sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka, guna
menjamin kepastian Hukum dan menghindari penyalahgunakan

wewenang.

Prosedur penetapan tersangka meliputi :

- Tahap penyelidikan dan  penyidikan dimulai  dari
laporan/informasi, penyelidikan hingga tingkat penyidikan
untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti (keterangan saksi,
ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa) dan pemeriksaan
calon tersangka;

- Gelar perkara: Penyidik melakukan gelar perkara untuk
meyakinkan bahwa penetapan tersangka didukung bukti
permulaan yang cukup dengan penetapan tersangka harus
berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah.

Dalam dalil gugatan pada posita nomor 14, “dengan diketahuinya

dan digunakan akta lahir tergugat | yang mana isinya adalah tidak

benar dimana Sdr. KARDIMAN dan Sdri SARWOSRI menikah

pada tahun 1974 sedangkan Tergugat | lahir pada tahun 1971,

Penggugat pada tanggal 3 Januari 2026 juga pernah mau

melaporkan kasus penggunaan akta lahir yang diduga palsu yang

digunakan oleh Tergugat | kepada Tergugat Il (Polresta Surakarta)
namun hal tersebut ditolak, hal ini telah membuktikan adanya
upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat Il kospirasinya

dari oknum penyidik Polresta Surakarta sangat jelas oleh
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karenanya akta lahir tersebut haruslah dinyatakan tidak sah
menurut hukum”

Berdasarkan dalil penggugat tersebut bahwa pada tanggal 28
September 1970 ada permohonan pencatatan pernikahan dengan
Nomor 348 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan
Kota Surakarta antara Sdr. SUKEMI dan Sdri. SARWORINI, 1
(satu) bulan kemudian pada sekitar bulan Oktober 1970 Sdr.
SUKEMI meninggal dunia karena sakit. Karena Sdr. SUKEMI
meninggal dunia dan mempunyai adik kandung yang bernama
Sdr. KARDIMAN atas kesepakatan keluarga pada waktu itu, Sdr.
KARDIMAN agar menikahi Sdri. SARWOSRI dan Sdr. KARDIMAN
setuju menikah dengan Sdri. SARWOSRI belum dicatatkan di
KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Bahwa dalam posisi penikahan Sdri. SARWOSRI tanpa dicatatkan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan Kota Surakarta
lahirlah Sdr. BUDI WIBOWO (Tergugat |) pada tanggal 23
November 1971 dan pada tanggal 13 November 1974 pernikahan
antara Sdr. KARDIMAN (status jaka) dengan Sdr. SARWOSRI
(status janda/cerai ditinggal mati) dicatakan di buku pernikahan
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan Surakarta
dengan Nomor: 354 (akta nikah terlampir).

Kemudian setelah pernikahan antara Sdr. KARDIMAN dengan
Sdri. SARWOSRI dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Serengan Surakarta pada tanggal 13 November 1974
maka pada tanggal 21 September 1980 lahirlah seorang anak
perempuan yang bernama Sdri. ANNA KURNIAWATI
(penggugat).

Perlu diketahui bahwa dalam pernikahan antara Sdr. KARDIMAN
dan Sdri. SARWOSRI ada harta pembelian berupa tanah sawah
SHM No.1299/Kelurahan Krajan a.n KARDIMN pada tahun 1986.

Bahwa berjalannya waktu pernikahan dan keluarga Sdr.
KARDIMAN (suami Sdri. SARWOSRI/istri), saudara BUDI
WIBOWO (anak/Tergugat 1) dan Sdr. ANNA KURNIAWATI
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(anak/Penggugat) pada tanggal 29 Agustus 2018 Sdr. KARDIMAN
meninggal dunia dan pada tanggal 2 Mei 1992 Sdri. SARWOSRI
meninggal dunia.

Bahwa dalil Posita posita Penggugat nomor 15 serta petitum
penggugat nomor 4 dan 7 “dengan adanya penolakkan
pengaduan dari pelaporan oleh Tergugat Il kepada penggugat
untuk melaporkan kasus penggunaan surat palsu yaitu kutipan
akta kelahiran No. Ind.983/1201/Dsp/1988 atas nama Tergugat |
(BUDI WIBOWO) haruslah Tergugat Il dinyatakan telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat Il haruslah
diperintahkan untuk menerima pengaduan dari Pelapor dari
penggugat mengenai adanya penggunaan surat yang diduga
palsu yaitu penggunaan akta lahir oleh Tergugat I,

Dan berdasarkan petitum penggugat nomor 4 halaman ke-5
menyatakan bahwa “perbuatan Tergugat Il yang tidak menerima
pengaduan dari penggugat merupakan Perbuatan Melawan
Hukum serta berdasarkan petitum penggugat nomor 7 halaman 5
“‘menyatakan bahwa Menghukum Tergugat IIl untuk melakukan
pengawasan dan penegakkan Etika kepada Tergugat Il yang telah

menolak Pengaduan dan pelaporan dari Penggugat;

Menanggapi posita tersebut: tidak ada penolakan Laporan
karena karena Laporan Polisi melibatkan kedatangan langsung
oleh Pelapor ke Kantor Polisi dibagian Sentra Pelayanan

Kepolisian terpadu (SPKT);

Pelapor wajib membawa kartu identitas (KTP) dan menyampaikan
kronologis kejadian secara rinci serta menyerahkan bukti
pendukung dan petugas akan membuat laporan tertulis yang
ditandatangani pelapor yang kemudian diserahkan sebagai Surat
Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) sedangkan Laporan Polisi
sudah ditindaklanjuti dan masih menunggu disposisi pimpinan

karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bahwa Polri
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dilarang menolak Laporan atau pengaduan dari masyarakat yang

berkaitan dengan tindak pidana.

Sesuai Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak
pidana, petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
atau piket fungsi wajib menerima laporan, Pernyataan
Penggugat bahwa Tergugat Il menolak laporan tidak benar
dan sesuai dengan kewajiban jika penyidik menerima laporan dan

memprosesnya sesuai prosedur.

Kewajiban Hukum: Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No 8
Tahun 1981 tentang KUHAP “setiap orang yang mengalami,
melihat, meyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang
merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau

pengaduan”.

Polisi dilarang menolak laporan masyarakat, jika menolak laporan
masyarakat, melanggar Kode Etik Kepolisian (Perkap No. 14
Tahun 2011) dan dapat dilaporkan di Propam.

Menerima laporan adalah tugas (deskresi dan kewenangan
penyidik) Pasal 7 KUHAP untuk melayani masyarakat sehingga
bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Laporan yang masuk akan diselidiki jika hasil penyelidikan
menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana penyidik dapat menetapkan bahwa laporan tersebut tidak

dapat diproses lebih lanjut dan dihentikan penyelidikannya.

Kepastian Hukum: Penghentian atau tidak ditindaklanjuti Laporan
karena Tindak pidana ( setelah melalui proses gelar perkara)
adalah sah secara Hukum dan bukan penyalalahgunaan
wewenang .

Bahwa dalil posita gugatan angka 16 dan petitum angka 3 tidak
perlu Tergugat Il dan lll tanggapi karena sudah kami uraikan

didalam Jawaban Tergugat Il Dalam Pokok Perkara tentang
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tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Il terhadap

Laporan  Polisi  Nomor  LP/B/12/1X/2025/SPKT/POLRESTA

SURAKARTA/POLDA JATENG tanggal 13 September 2025;

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka

berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.

Tap/162.A/XIl/2025/Reskrim tanggal 31 Desember 2025 tentang

Penetapan Tersangka Anna Kurniawati, S.Psi; dan telah

diberitahukan melalui Surat Kapolresta Surakarta Nomor:

B/1583/XII/RES.1.9./2025/Reskrim tanggal 31 Desember 2025

perihal pemberitahuan penetapan tersangka dugaan tindak pidana

pemalsuan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
tembusan Tersangka.

Bahwa dalam dalil penggugat posita nomor 16 s.d nomor 21 dan

petitum angka 3 bahwa dalil-dalil penggugat tersebut diatas ditolak

olen Tergugat Il dan Il berdasarkan sanggahan-sanggahan
sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana kronologis penanganan perkara a quo
yang telah diuraikan diatas, Tergugat Il melakukan
serangkaian  proses Penyelidikan dan Penyidikan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang KUHAP dan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang
penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahwa setelah Tergugat Il melakukan serangkaian proses
Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diuraikan pada
kronologis pokok perkara selanjutnya menetapkan tersangka,
melakukan pemeriksaan Tersangka, melakukan pemberkasan,
dan mengirimkan berkas perkara kepada kepala Kejaksaan
Negeri Surakarta.

Bahwa sebagaimana dalam eksepsi dalil-dalil gugatan penggugat

merupakan ruang lingkup Praperadilan sebagaimana diatur dalam

Pasal 158 s.d Pasal 164 UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;

Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdata

menyebutkan “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada
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orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan

kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Apabila dicermati makna dalam uraian Pasal 1365 KUHPerdata

terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Harus ada perbuatan;

(2) Perbuatan tersebut melawan Hukum;

(3) Harus ada unsur kesalahan;

(4) Harus ada kerugian yang diderita;

(5) Harus ada hubungan kausal antara perbutan kerugian yang
ditimbulkan

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif hal ini berarti

penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan

Hukum wajib membuktikan unsur-unsur apabila salah satu

unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum.

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Il karena melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Undang-Undang karena jabatannya
yang dilaksanakan dengan menghormati due proses of law tidak

dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat 1l dalam hal melakukan proses penyelidikan dan
penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang perkara
dimaksud, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap
perkara yang ditangani. Dalam melaksanakan tugas penegakan
hukum, penyidik Polri mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di
Bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai
ketentuan yang dilksanakan secara profesional, transparan dan
akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya
supremasi hukum yang mencerminkan kepastian Hukum, rasa
keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam UU No 8
Tahun 1981 tentang KUHAP dan telah diubah dalam UU No 20
Tahun 2025 tentang KUHAP;

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Skt



Penyelesaian Perkara Perdata dan Perkara Pidana memiliki
perbedaan terhadap cara penyelesaian sebagaimana diatur
secara jelas dan tegas secara hukum acara masing-masing
sehingga penyelesaiannya tidak dapat digabungkan
permasalahan hukum pendekatan dengan hukum pidana dalam

bentuk satu gugatan maka gugatan menjadi kabur/obscuur Libels.

Ill. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, perkenankan
Tergugat 1l dan Ill (Para Tergugat) memohon kepada Yth. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan

amar putusan sebagai berikut:
1. Dalam Eksepsi (Exceptive Veerweer), sebagai berikut:

a. Menerima dalil-dalii Dalam Eksepsi (Exceptive Veerweer)
Tergugat Il dan Tergugat llI;

b. Menyatakan pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo;

c. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard);

d. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

2. Dalam Pokok Perkara (Veerweer Ten Principale), sebagai
berikut:

a. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat
untuk seluruhnya;
b. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Penggugat sesuai ketentuan.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang
memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil — adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV
mengajukan jawaban sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
Obscuur Libel (Kabur)
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Bahwa dalam praktek peradilan untuk menyatakan gugatan jelas dan
terang atau tidak kabur menggunakan pedoman Pasal 8 Reglement op de
Rechtsvordering (RV) yang mendasarkan pada asas proses doelmatigheid
(demi kepentingan beracara) yaitu gugatan memuat tentang identitas para
pihak, dalil-dalil gugatan (posita) dan tuntutan (petitum).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat Tuntutan (Petitum)
sesuai dengan unsur yang dimuat dalam Pasal 8 Reglement op de
Rechtsvordering (RV) yang telah diuraikan pada angka 1, sehingga
gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dan

menjadikan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa pada Tahun 1988 Tergugat | melakukan Permohonan Penerbitan

Akta Lahir pada Tergugat IV dengan melampirkan:

a. Surat Pernyataan Kelahiran yang ditandatangani di atas materai oleh
Budi Wibowo (Tergugat |) dan diketahui Kelurahan Kratonan dan
Kecamatan Serengan pada tanggal 5 Mei 1988.

b. Surat Kelahiran Nomor 229/1971 yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Timuran pada tanggal 29 Maret 1988.

c. Surat Pengantar dari Kelurahan Kratonan Nomor 305/406/V/1988
perihal Permohonan Mohon Akta Lahir untuk Budi Wibowo (Tergugat I)
pada tanggal 2 Mei 1988.

d. Duplikat Surat Nikah Nomor 348/1970 atas nama Sukemi alias
Kardiman menikah dengan Sarwosri pada tanggal 27 September 1970
jam 19.00 WB.

e. Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Siwi Peni atas nama
Budi Wibowo pada tanggal 31 Mei 1979.

f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kratonan Nomor 3
atas nama Budi Wibowo pada tanggal 25 Mei 1985.

g. Kartu Tanda Penduduk Nomor 67094700374/021005 atas nama Ny.
Sarwosri.

Bahwa setelah Tergugat | menyampaikan Permohonan Penerbitan Akta

Lahir dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka

1, maka Tergugat IV melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut.
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3. Atas dokumen Permohonan Penerbitan Akta Lahir Tergugat | telah
dilakukan verifikasi dan telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria Penerbitan Akta Lahir, maka diterbitkan Akta Lahir atas nama
Tergugat | dengan No. Ind. 983/1201/DSP/1988.

Demikian tanggapan atas Jawaban Gugatan ini disampaikan, atas perkenannya

kami ucapkan terima kasih.

DALAM EKSEPSI

- Memohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan menerima eksepsi

Tergugat IV.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah
mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut para Tergugat telah
mengajukan duplik yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita
acara persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I,
Tergugat I, dan Tergugat Il telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan
mengadili, maka Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat Il diberi kesempatan
pertama untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat |
mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Budi Wibowo bin Kardiman NIK
3372020311710002, diberi tanda T.I-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372021203081620 atas nama
Kepala Keluarga Budi Wibowo bin Kardiman, diberi tanda bukti T.1-2;

3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Budi Wibowo bin Kardiman
Nomor 480/PKU/71 tertanggal 16 September 1971 yang dikeluarkan
oleh Rumah Bersalin Muhammadiyah tertanggal 16 November 1971,
diberi tanda bukti T.I-3;
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10.

. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Budi Wibowo bin Kardiman

Nomor No.Ind.983/1201/DSP/1988 tertanggal 5 Mei 1971 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surakarta, diberi tanda
bukti T.1-4;

Fotokopi Surat Tanda Tamat Berlajar Taman Kanak Kanak Siwi Peni
atas nama Budi Wibowo dengan Nomor Pokok 733 tertanggal 16
September 1979 vyang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan
Pancasila ( Y.P.P ) Kodya Surakarta, diberi tanda bukti T.I-5;

Fotokopi Surat Tanda Tamat Berlajar Sekolah Dasar Negeri Kratonan
Nomor 3 atas nama Budi Wibowo dengan Nomor seri ljazah
N0.03.0A.431764 tertanggal 25 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta, diberi
tanda bukti T.I-6;

. Fotokopi Surat Tanda Tamat Berlajar Sekolah Menengah Tingkat

Pertama (SMP) Negeri 8 Jebres Kota Madya Surakarta atas nama
Budi Wibowo dengan Nomor seri ljazah No0.03.0B 0b.1393143
tertanggal 15 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta, diberi tanda bukti T.I-7;
Fotokopi Surat Tanda Tamat Berlajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas (SMA) Negeri 2 Surakarta atas nama Budi Wibowo
dengan Nomor seri ljazah No0.03.0B 0g.0691843 tertanggal 31 Mei
1991 vyang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Surakarta, diberi tanda bukti T.I-8;

Fotokopi ljasah Universitas Slamet Riyadi Surakarta atas nama Budi
Wibowo dengan Nomor seri ljazah A.991174 tertanggal 24 April 1999
yang dikeluarkan oleh Universita Slamet Riyadi Surakarta, diberi
tanda bukti T.I-9;

Fotokopi  Surat Keterangan Penelitan  Dokumen  Nomor
DC.01.00/564/1/2024 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 17 Januari
2024, diberi tanda bukti T.1-10;
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11.Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris tertangal 25
Oktober 2023 yang dibuat oleh Anna Kurniawati,S.Psi, M.Si., diberi
tanda bukti T.1-11;

12. Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 1299 dari tanah Letter C.644 Persil
175.1la .S, Patok Nomor 188 Luas 2980 (dua ribu sembilan ratus
delapan puluh) meter persegi disertifikatkan atas Nama Kardiman
pada tanggal 27 Nopember 1986, diberi tanda bukti T.1-12;

13. Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 1299 dari tanah Letter C.644 Persil
175.1la .S, Patok Nomor 188 Luas 2980 (dua ribu sembilan ratus
delapan puluh) meter persegi atas hama Kardiman balik nama Anna
Kurniawati Sarjana Phiscologi pada tanggal 9 September 2023, diberi
tanda bukti T.1-13;

14.Fotokopi Sertikat Hak Milik Nomor 522 Luas 133 (seratus tiga puluh
tiga) meter persegi atas nama Kardiman dengan Istri Nyonya
Sarwosri yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, diberi tanda bukti T.1-14;

15.Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
(SP2HP) dari Polres Surakarta tertanggal 19 Agustus 2024 Nomor
SP2HP/916/RES.1.9/VIII/2024/Reskrim atas tindak lanjut dari
Laporan Budi Wibowo, S.H., atas dugaaan tindak Pidana Pemalsuan
Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Anna Kurniawati, S.Psi.,
M.Si. pada tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.I-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dugaan tindak
pidana pemalsuan surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah
Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Nomor B/1583/Xll/ RES.1.9/2025
/Reskrim tertangal 31 Desember 2025, diberi tanda bukti T.I-16;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti
T.1-3, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, x tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat |l

dan Tergugat Il mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor
AT/57/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda T.IL1II-1;
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2. Fotokopi Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pengadilan Agama Surakarta Nomor 127/Pdt.G/2026/PA.Ska., diberi
tanda bukti T.1L.111-2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, akan tetapi

tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil-dalil eksepsi Tergugat |,

Tergugat Il, dan Tergugat Ill, Penggugat telah mengajukan bukti surat

sebagai berikut:

1.

Fotokopi KTP atas nama Anna Kurniawati dikeluarkan oleh Kepala
Disdukcapil Kota Surakarta tertanggal 28 November 2012, diberi
tanda bukti P-1;

Fotokopi Surat Nikah antara Kardiman dengan Sarwosri, Nomor
354/1974, pada tanggal 13 November 1974 yang dikeluarkan oleh
Kantor KUA Kecamatan Serengan, kota Surakarta tertanggal 13
November 1974, diberi tanda bukti P-2;

Fotokopi Buku Pendaftaran/Catatan Perkawinan dari KUA Kecamatan
Serengan, kota Surakarta, antara Kardiman dengan Sarwosri,
tertanggal 18 November 1974, diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi Akta Lahir atas nama Anna Kurniawati, Nomor
Ind.2370/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota
Surakarta tertanggal 25 November 1980, diberi tanda bukti P-4;
Fotokopi Akta Lahir atas nama Budi Wibowo Nomor
Ind.983/1201/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil
Kota Surakarta tertanggal 5 Mei 1988, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi Jawaban dari Tergugat IV (Kepala Disdukcapil kota
Surakarta) tertanggal 22 April 2026, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi Buku Pendaftaran/Catatan Perkawinan dari KUA Kecamatan
Serengan, kota Surakarta, antara Sukemi dengan Sarwosri, tertanggal
28 September 1970, diberi tanda bukti P-7a;

Fotokopi Surat Keterangan dari Plh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Serengan Surakarta Nomor
017/KUA.11.31.05/PW.01/2/2026 tanggal 9 Februari 2026, diberi
tanda bukti P-7b;
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9. Fotokopi Surat Keterangan /Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Oktober
2024, diberi tanda bukti P-8;
10.Fotokopi Surat Permohonan pengaduan dari Anna Kurniawati
tertanggal 3 Januari 2026, diberi tanda bukti P-9;
11.Fotokopi Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/01/1/2026/Reskrim tanggal 1
Januari 2026 dari Polresta Surakarta kepada Penggugat yang telah
dinyatakan sebagai Tersangka, diberi tanda bukti P-10;
Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti
P-3, P-5, P-6, P-7a, P-8, P-9, P-10 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam
berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I,
Tergugat Il, dan Tergugat Il telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan

mengadili yang termuat dalam jawabannya sebagai berikut:

Dalil eksepsi Tergugat I:
Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a
guo, dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana peristiwa tersebut pada angka 1 dan angka 2
diatas haruslah ditempuh jalur PRAPERADILAN, dan kebenaran dalil
gugatan Penggugat pada angka 1 dan pada angka 2 diatas harus di
buktikan kebenarannya dulu kedua dalil tersebut diatas maka Gugatan
Penggugat Haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa Dalil Gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 11

serta angka 18 adalah merupakan Gugatan Warisan antara orang yang
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beragama Islam yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan
Agama Surakarta, Jadi Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk

mengadili Perkara a quo. Jadi Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Dalil eksepsi Tergugat Il dan Tergugat lll;

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a

quo, dengan alasan:

Bahwa Karena (Alm) Kardiman dan (Almh) Sarwosri beragama Islam
demikian pula Penggugat dan Tergugat | juga beragama Islam, sehingga
sengketa kewarisan atas harta peninggalan (Alm) Kardiman antara ahli
waris yang beragama Islam merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan
Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;

Menimbang bahwa atas alasan eksepsi tersebut Penggugat

mengajukan tanggapan yang termuat di dalam repliknya, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa di dalam dalil Penggugat sudah dijelaskan mengenai perbuatan
melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, demikian juga
dalam permintaan dari Penggugat adalah sangat jelas, dan hal ini tidaklah
sama dengan permohonan Praperadilan sebagaimana apa yang didalilkan
oleh Tergugat;

Tidak ada satupun permintaan dari Penggugat yang meminta adanya

pembagian harta warisan, permintaan mengenai hak waris;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan

Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill tersebut terdapat sengketa mengenai

kewenangan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, Perlawanan yang

sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal

hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing,

tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Oleh karena eksepsi Terbantah menyangkut kewenangan mengadili, maka
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sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim berkewajiban memutuskan

apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat |
telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16,
Tergugat 1l dan Tergugat Il telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda
T.IL11I-1 dan T.1L.11I-2, sedangkan untuk menyangkal dalil-dalil eksepsi tersebut
Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-10;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh
kedua belah pihak, yang akan dipertimbangkan hanyalah bukti-bukti yang
relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara a
quo. Oleh karena Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
tentang sengketa kewenangan mengadili, maka yang akan dipertimbangkan
hanyalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil tentang
kewenangan mengadili tersebut, sedangkan terhadap bukti yang tidak relevan
tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan
Penggugat, Penggugat telah menguraikan latar belakang dari perkawinan
antara Suami Isteri Kardiman dan Sarwo Sri, akan tetapi hal itu bukanlah
menjadi pokok sengketa gugatan a quo. Di mana dari petitum angka 1 (satu)
sampai dengan petitum angka 9 (sembilan) di dalam surat gugatan Penggugat,
tidak ada satupun petitum Penggugat yang meminta adanya pembagian harta

warisan ataupun permintaan mengenai hak waris;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati petitum
angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), sebagai berikut:

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Il yang telah lalai dalam menetapkan
status Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang tidak menerima pengaduan dari

Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
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Menimbang bahwa di dalam petitum angka 3 (tiga) dan angka 4
(empat) tersebut, Penggugat memohon supaya perbuatan Tergugat Il, in casu
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAWA TENGAH CQ KAPOLRESTA SURAKARTA
CQ KASAT RESKRIM POLRESTA SURAKARTA dalam menetapkan status
Penggugat dan tidak menerima pengaduan dari Penggugat dinyatakan sebagai

perbuatan melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk memperjelas maksud dari petitum angka 3
(tiga) tersebut, Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan posita angka 16

(enam belas) sebagai berikut:

“‘Bahwa adanya penetapan Penggugat menjadi Tersangka, dengan dasar
adanya Akta Lahir Tergugat | yang diduga Palsu, di mana pada saat Alm
Kardiman menikah dengan Almh Sarwosri, tahun 1974, usia dari Tergugat

| adalah telah berrusia 3 tahun, dimana almh Sarwosri adalah seorang

Janda, sangatlah jelas kalau Perbuatan dari Tergugat Il dapat
dikategorikan merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum, ... dan
seterusnya”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan dari petitum angka 3 (tiga) tersebut
adalah memohon supaya perbuatan Tergugat Il, in casu Kapolri cq. Kapolda
Jawa Tengah cq. Kapolresta Surakarta cq. Kasat Reskrim Polresta Surakarta
dalam menetapkan status Penggugat sebagai tersangka merupakan perbuatan

melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa
untuk menilai apakah dalam menetapkan status Penggugat dan tidak menerima
pengaduan dari Penggugat oleh Tergugat Il, in casu KAPOLRI CQ. KAPOLDA
JAWA TENGAH CQ KAPOLRESTA SURAKARTA CQ KASAT RESKRIM
POLRESTA SURAKARTA dilakukan secara melawan hukum atau tidak, adalah
sama saja dengan menilai keabsahan suatu proses penetapan tersangka dan
harus diajukan melalui gugatan praperadilan, yang termasuk dalam yurisdiksi
hukum acara pidana. Dengan demikian untuk menilai keabsahan suatu proses

penyelidikan, penyidikan atau penangkapan, dan penetapan tersangka tidak
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dapat diuji melalui gugatan perdata, karena hal tersebut bukan termasuk
yurisdiksi hukum acara perdata;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 134 HIR diatur bahwa “Jika
perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri,
maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya
hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula
mengakuinya karena jabatannya”;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 132 Rv juga disebutkan
bahwa “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya,
maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya,
karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, oleh karena terdapat substansi pokok perkara yang bukan termasuk
yurisdiksi hukum acara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa
Hakim Perdata tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan dengan
demikian eksepsi Tergugat | tersebut cukup beralasan dan harus diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan
mengadili telah diterima, dan Hakim Perdata tidak berwenang mengadili
perkara a quo, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara ini tidak dapat
dilanjutkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134, Pasal 136 HIR, pasal 130 dan 132 Ryv, serta
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, serta
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI
1. Menerima Eksepsi Tergugat |,
2. Menyatakan Hakim Perdata tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Kini
ditetapkan sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, oleh Dian
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Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H., dan
Abdul Ropik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 17 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat |, Kuasa Hukum Tergugat Il, Kuasa Hukum Tergugat
Ill, dan Kuasa Hukum Tergugat IV di Sistem Informasi Pengadilan dan pada
hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigasi melalui Sistem

Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
Yamto Susena, S.H., M.H. Dian Erdianto, S.H., M.H.
ttd

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp125.000,00
3. Panggilan : Rp124.000,00
4. Penggandaan berkas : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000.00
6. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp329.000,00
(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
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Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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